ABSTRAK

Lalu lintas dan angkutan jalan memegang peranan penting dalam
menunjang, memperlancar dan meningkatkan pembangunan perekonomian baik
regional maupun nasional.Demi menekan dan meminimalisir tingginya angka
pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan maka dibutuhkan beberapa
lembaga/instansi untuk mengatur hal tersebut. Hubungan kerjasama antara 3
lembaga dalam mengatur dan menegakan peraturan formil di masyarakat
mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun yang menjadi permasalahan
dalam penelitian ini adalah tingginya angka kecelakaan yang terjadi setiap hari.
Serta dengan menekan angka pelanggaran diharapkan angka kecelakaan dapat
berkurang dan keselamatan berlalu lintas meningkat.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif,
sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis.
Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengolah bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder. Kemudian metode penyajian data dilakukan dengan
menggunakan metode deskriptif dan metode analisis data dilakukan dengan
metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa Pelaksanaan
tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pati berdasarkan Perbup Pati
No0.86 Tahun 2018 ,Tugasnya melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah
di bidang perhubungan atau transportasi untuk daerah dan fungsi dinas
perhubungan sebagai pembuat kebijakan (regulator), sebagai penyedia fasilitas
(fasilitator), sebagai pengawas (evaluator).
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